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Revisi Aturan
Jalan Tol Siap Terbit

JAKARTA. Dalam waktu de-
kat, pemerintah segera me-
nyelesaikan revisi Peraturan
Pemerintah (PP) No 15/ 2005
tentang Jalan Tol. Salah satu
poin penting dalam perubah-
an beleid ini adalah pemben-
tukan Badan Usaha Milik Ne-
gara (BUMN) yang bergerak
di bidang jalan tol selain PT
Jasa Marga Thk

Djoko Kirmanto, Menteri
Pekerjaan Umum bilang, de-
ngan perubahan PP ini, peme-
rintah bisa mengerjakan pro-
yek jalan tol yang secara eko-
nomi layak namun secara
finansial tidak. "PP ini sudah
hampir final, sekarang sudah
ada di Sekretaris Kabinet
(Setkab), tinggal diundang
sekali lagi oleh Setkab, sebe-
lum diparaf Presiden,” ujar-
nya, akhir pekan lalu.

Setelah perubahan PP itu
diteken, Djoko bilang, peme-
rintah juga akan mengeluar-
kan Peraturan Presiden (Per-
pres) khusus yang menunjuk
dan mengatur satu BUMN
khusus jalan tol. Jadi, di satu
sisi, PP ini diperbaiki, di sisi
lain konsep penunjukan
BUMN jalan tol juga berjalan.
"Sejauh ini, BUMN yang di-
usulkan adalah PT Hutama
Karya (HK)," tuturnya.

Sekretaris Perusahaan Hu-
tama Karya, Ari Widiyantoro,
menyatakan perusahaannya
siap menjalankan mandat se-
bagai BUMN jalan tol. Hutama
Karya sudah mengubah Ang-
garan Dasar untuk menunjang
bisnis jalan tol. "Kami sudah
membentuk tim pengelola ja-
lan tol dan menambah direk-
torat baru, yakni direktorat

pengembangan yang akan
membawahi pengembangan
jalan tol," jelas Ari kepada
KONTAN, Minggu (10/2).

Sebagai BUMN, menurut
Ari, Hutama Karya memiliki
kapasitas mengemban tugas
dari pemerintah tersebut. Sa-
lah yang telah dilakukan ada-
lah membuat kajian dan uji
kelayakan tentang jalan tol

Tapi, sebelum menjadi
BUMN jalan tol; Ari bilang,
Hutama Karya masih menung-
gu tiga instrumen hukum,
yakni perubahan PP 15/ 2005,
serta dua Perpres soal tentang
penunjukan-dan Penambahan
Modal Negara (PMN).

Sekadar informasi, sebe-
lumnya, Menteri BUMN, Dah-
lan Iskan mengusulkan Huta-
ma Karya bertransformasi
dari perusahaan jasa kon-
struksi menjadi perusahaan
jalan tol. :

Langkah ini menjadi solusi
untuk mendorong keterlibat-
an pemerintah menggarap ja-
lan tol: Maklum, selama ini,
proyek jalan tol selalu dikelo-
la perusahaan yang khusus
menangani jalan tol, dan porsi
saham pemerintah terbatas.
Misalnya, PT Jasa Marga dan
PT Adhi Karya Karena status
ini, pemerintah tidak bisa me-
maksakan setiap proyek pem-
bangunan jalan tol bisa diga-
rap dua perusahaan itu lantar-
an selalu ada hitungan bisnis.

Padahal, pemerintah ingin
membangun banyak jalan tol
untuk pembangunan wilayah,
meskipun secara bisnis tidak
menguntungkan.
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